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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DOKTER APABILA TERJADI WANPRESTASI
DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Uswatun Hasanah

Profesi Dokter adalah suatu pekerjaan dokter yang dilaksanakan
berdasarkan keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang
berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dokter dalam
melaksanakan upaya kesehatan dibebani tanggung jawab. Apabila dalam transaksi
antara dokter dan pasien yang disebut transaksi terapeutik, Seorang dokter
melakukan wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan
standar profesi medis yang berlaku maka seorang pasien diperbolehkan menuntut
dokter untuk membayar ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab dokter
terhadap pasien secara perdata menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan
pengetahuan yang jelas tentang Unsur-Unsur terjadinya wanprestasi dalam
Transaksi Terapeutik antara Dokter dan Pasien dan Tanggung Jawab Dokter
apabila terjadi wanprestasi dalam Transaksi Terapeutik ditinjau dari Hukum
Perdata. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan normatif sosiologis yang menggunakan data sekunder dengan
mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa unsur-unsur terjadinya
wanprestasi dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien yaitu telah
tercantum dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa
tindakan dokter yang telah terjadi dan dikategorikan wanprestasi. Pertanggung
jawaban dokter itu sendiri bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi itu sendiri. Gugatan atas
dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan bahwa dokter itu benar-benar telah
mengadakan perjanjian, kemudian telah melakukan wanprestasi terhadap
perjanjian tersebut yang harus didasarkan pada kesalahan profesi.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Transaksi Terapeutik, Wanprestasi
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Seperti yang kita ketahui bahwa masalah kesehatan bukanlah merupakan hal

yang baru dalam kehidupan, sebab hal tersebut banyak ditemui dalam kehidupan
sehari-hari. Oleh karena itu, kesehatan merupakan faktor utama bagi manusia
untuk bisa melakukan kegiatannya dari program yang telah direncanakan
sebelumnya atau dengan kata lain tanpa badan yang sehat mustahil segala rencana
dapat dilaksanakan dengan baik.'

Manusia tidak jarang memerlukan pertolongan sesama manusia, khususnya
bila sedang sakit. Sakit adalah rasa yang tidak nyaman baik pada tubuh manusia
maupun pada sebagian tubuh saja. Manusia memerlukan jasa dokter, kebutuhan
akan pertolongan dokter mengakibatkan timbulnya kontrak dan komunikasi antara
dokter dengan pasien sehingga muncullah relasi antara mereka. Relasi itu
didasarkan kepercayaan yang diberikan pasien kepada dokter dengan
menyerahkan dirinya untuk disembuhkan. Pasien memberikan keterangan tentang
penderitaanya kepada dokter. Dengan adanya keterangan dari pasien, maka dokter
akan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pasiennya. Pasien
juga memiliki hak untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang keadaaan
kesehatannya.

Didalam bidang pengobatan, jelas ada hubungan atau persetujuan antara pasien

atau keluarga pasien dengan satu orang dokter atau beberapa dokter. Disatu pihak,

' F. Tengker S. Verbogt.1993. Bah-Bab Hukum Kesehatan, Penerbit Nova,Bandung, him.
41.



pasien atau keluarga pasien memerlukan kepandaian dan keterampilan dokter
untuk mengatasi masalah kesehatannya atau dokter mempunyai kepandaian dan
keterampilan yang dapat diberikannya untuk kesembuhan pasien. Kedua belah
pihak dalam suatu transaksi, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk
mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.” Hubungan hukum antara
dokter dengan pasien adalah transaksi terapeutik yang dalam hukum dapat
dikaitkan sebagai suatu transaksi untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Adanya transaksi ini, dimaksudkan untuk mendapatkan hasil dari suatu tujuan
tertentu yang dikehendaki pasien dengan harapan minimal seorang dokter dapat
memberikan pelayanan yang memadai sesuai dengan apa yang diharapkan pasien.
Hubungan dokter dengan pasien ini secara hukum dapat dibatasi sesuai dengan
apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dengan demikian dalam menjalankan
profesinya, seorang dokter tidak boleh melampaui batas-batas apa yang menjadi
hak dan kewajiban terhadap pasien sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh
kode etik profesinya.

Dalam hal terjadinya transaksi ferapeutik antara dokter dan pasien tidak
menutup kemungkinan adanya svatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi
kewajibannya dalam transaksi tersebut (wanprestasi). Sehubungan dengan
masalah ini, maka warprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata
seorang dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu
transaksi yang telah dia adakan dengan pasiennya. Dalam hal ini, tanggung gugat

dapat bersifat individual atan kcrporasi. Dengan prinsip ini maka rumah sakit

; Subekti .2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Penerbit PT. Intermasa, hlm. 135.



dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh dokter-dokternya
asalkan dapat dibuktikan bahwa tindakan dokter itu dalam rangka melaksanakan
kewajiban rumah sakit.

Dalam gugatan tersebut harus dibuktikan bahwa dokter itu benar-benar telah
mengadakan transaksi, kemudian dia telah melakukan wanprestasi. Pasien
hendaknya mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban
dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak
terapeutik. Oleh karena itu, dokter dalam melaksanakan upaya kesehatan dibebani
tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatu, sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung,
memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan
menanggung akibatnya. Seorang dokter harus bertanggung jawab atas tindakan
yang dilakukan oleh karena kesalahan yang dilakukan, juga kesalahan yang
dilakukan oieh bawahannya vaitu para perawat, bidan dan sebagainya. Kesalahan
seorang perawat karena menjalankan perintah dokter adalah tanggung jawab
dokter.

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode
Etik Kedokteran Indonesia dan Lafal Sumpah Dokter. Kode etik adalah pedoman
periiaku. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan no. 434 / Men.Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran
Indonesia disusun dengan mempertimbangkan International Code of Medical
Ethics dengan landasan idiil Pancasila dan landasan strukturil Undang-undang

Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar



manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter
dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter
terhadap diri sendiri. Sehingga dokter yang melanggar kode etis mengenai
wanprestasi dalam transaksi terapeutik maka akan dianggap pelanggaran terhadap
kode etis dan pelanggaran terhadap hukum.

Mengingat banyaknya kasus mengenai wanprestasi dalam transaksi rerapeutik
antara dokter dan pasien di Indonesia yang bahkan tidak tersentuh oleh hukum,
dan awamnya masyarakat mengenai kelalaian seorang dokter dalam menepati
transaksi terapeutik yang telah dibuat sehingga terjadilah wanprestasi dan tidak
memungkinkan untuk digugat secara pidana hendaknya hal tersebut digugat
secara perdata bahkan gugatan tersebut dapat diajukan untuk menggugat korporasi
yang menaungi dokter tersebut. Maka hal ini lah yang akhirnya melatar belakangi
Penulis untuk membuat skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB DOKTER
APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

ANTARA DOKTER DAN PASIEN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA”

B. Perumusan Masalah
Maka yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah unsur-unsur wanprestasi dalam transaksi terapeutik antara

dokter dan pasien?
2. Bagaimanakah tanggung jawab dokter apabila terjadi wanprestasi dalam

transaksi terapeutik antara dokter dan pasien ditinjau dari Hukum Perdata?



C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Agar permasalahan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka
penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya hanya mengenai Tanggung
jawab seorang dokter yang melakukan wanprestasi dalam transaksi terapeutik
yang telah dibuatnya antara dokter dan pasien dalam kaitannya dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dan Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan
yang jelas tentang Unsur-Unsur terjadinya wanprestasi dalam Transaksi
Terapeutik antara Dokter dan Pasien dan Tanggung Jawab Dokter apabila terjadi

wanprestasi dalam Transaksi Terapeutik ditinjau dari Hukum Perdata.

D. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini ada beberapa definisi operasional yang akan penulis uraikan,

yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya,
sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul,

menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung

akibatnya.?

3 Ahmad A K. Muda, 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Reality Publisher: Jakarta



2. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam transaksi yang dibuat antara kreditor
dengan debitor.*

3. Dokter dan Dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter
gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam
maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. ( Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)

4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung
maupun tidak langsung kepada dokter. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)

5. Perjanjian atau persetujuan menurut adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebth mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Pasal
1313 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

6. Transaksi Terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan
pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang
sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang Lesehatan.’
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dengan

tenaga kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2004

* Salim HS, 2013. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika:Jakarta, him.

180
$ Komalawati, Veronica. 2002. Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik,

PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. hlm. 1



tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak

teurapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi.

E. Metode Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis melakukan
penelitian dan pembahasan materi skripsi ini dengan menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif
atau yang disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan
dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau
bahan dokumen yang ada.®

Dengan sifat deskriptif karena berbentuk menerangkan atau menggambarkan
suatu permasalahan dengan imenggunakan teori-teori sebagai landasan untuk
memecahkan masalah. Dalam metode ini, yang ditempuh adalah melalui
pencarian dan pengumpulan data sekunder.

2. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan
alat pengumpul data yaitu sebagai berikut:
a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat dan mendasari dari

bahan hukum lainnya, yang terdiri dari:

¥ Soerjono Sockanto, 2006. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
him. 23



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek

Kedokteran

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Kode Etik Kedokteran

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
skripsi dan buku (rext book).

¢) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekundcr, seperti: kamus dan surat
kabar.

3. Sifat Penelitian

Bila dilihat dari sifatnya, maka penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat
memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara
kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang

kemudian diteliti kembali.



F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan atau menjelaskan Latar Belakang, Permasalahan,
Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode
Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek
penelitian, yaitu Pengertian Perjanjian, Pengertian Transaksi Terapeutik,
Pengertian Wanprestasi, Tinjauan Umum tentang Profesi Kedokteran.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan yang berkaitan dengan Unsur-Unsur terjadinya
Wanprestasi dalam transaksi Terapeutik antara Dokter dan Pasien dan
Tanggung Jawab Dokter apabila terjadi Wanprestasi  dalam Transaksi
Terapeutik ditinjau dari Hukum Perdata.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan

Kesimpulan dan Saran.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perjanjian
Istilah Perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst (Belanda) atau
contract (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian
transaksi’ :

a. Teori Lama

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi transaksi dalam Pasal 1313 ini
adalah:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
2. Tidak tampak asas konsesualisme, dan

3. Bersifat dualisme

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya
disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut
dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam
doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebui perjanjian adalah perbuatan
hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi
di atas, telah tampak adanya konsensualisme dan timbulnya akibat hukum
(tumbul/lenyapnya hak dan kewajiban).

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu:

7 Salim HS, S.H.,M.S., Op. Cit,, hlm. 160

10
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1. Adanya perbuatan hukum

2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang

3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan dinyatakan

4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih

5. Pernyataan kehendak (wilsverkaring) yang sesuai itu harus saling
bergantung satu sama lain

6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum

7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau
timbal balik

8. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-
undangan.

b. Teori Baru

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah
suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga
harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mrndahuluinya. Ada tiga
tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

a. Tahap pracentractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak

antara para pihak.
b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara
para pihak.

c¢. Tahap post contractual, vaitu pelaksanaan perjanjian.
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1. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4
syarat, yaitu:

1) Adanya Kata Sepakat

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan
persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak
dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki
pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu.

2) Cakap untuk membuat perjanjian (bertindak)

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah
cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang
tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk
membuat suatu perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan
bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

a. Orang yang belum dewasa

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan,

¢. Orang perempuan /isteri,dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan

semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat transaksi —

Transaksi tertentu

3) Adanva suatu hal tertentu

Di dalam KUH Perdata Pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu
perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu

barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak akan —
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menjadi masalah asalkan di kemudian hari ditentukan (Pasal 1333 ayat 2).

4) Adanya suatu sebab/kausa yang halal

Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang
halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan
dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab
yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Jadi, dalam pasal ini terkandung macam-macam asas dalam perjanjian, yaitu:

- Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam
hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya
didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang
menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

- Asas Konsesualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutnya tugas sedangkan dalam Pasal 1320
KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua” yang menunjukkan bahwa setiap
orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya

baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas
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kebebasan mengadakan perjanjian.®

- Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat
"berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh
para pihak mengikat para pembuatanya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini
pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk
mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut.
Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat
dipertahankan sepenuhnya dalam hal: |
a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;

b. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

.

- Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan
bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini
berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi

kreditur.

Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda
(pengertian subyektif) mavpun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam
Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif).’

- Asas Kepribadian

# Mariam Darus Badrulzaman, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, hIm. 13
® Subekti, 2001. Hukurn Pembuktian, PT. Pradnya Paramita:Jakarta, him, 42.
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Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat
pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH
Perdata.

Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat
mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji
daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-
perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu
tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal
yang diatur klaim Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para
pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain.Maka asas ini
dinamakan asas kepribadian.

3. Jenis-Jenis Perjanjian

a) Perjanjian bernama, yaitu merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam
KUH Perdata. Yang termasuk ke dalam perjanjian ini, misalnya: jual beli,
tukar menukar, sewa menyewa, dan lain-lain.

b) Perjanjian-perjanjian yang tidak teratur dalam KUH Perdata. Jadi dalam hal
ini para pihak yang menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang
bagi masing-masing pihak."’

c) Dalam KUH Perdata Pasal 1234, perikatan dapat dibagi 3 (tiga) macam,
yaitu:

a. Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang

R. M. Survodiningrat, 1978. Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito:Bandung,
him. 10
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b. Perikatan untuk berbuat sesuatu
c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

4. Hapusnya Suatu perjanjian

Hapusnya perjanjian tidak sama dengan hapusnya perikatan. Suatu perikatan
dapat hapus dengan pembayaran,tetapi perjanjian yang merupakan sumbernya
mungkin belum hapus. Ada beberapa cara hapusnya perjanjian:

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak.

Misalnya: penyewa dan yang menyewakan bersepakat untuk mengadakan

perjanjian sewa menyewa yang akan berakhir setelah 3 tahun.

b. Ditentukan oleh Undang-Undang.

Misalnya: perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan

ditentukan paling lama 5 tahun.

c. Ditentukan oleh para pihak dan Undang-undang.

Misalnya : dalam transaksi kerja ditentukan bahwa jika buruh meninggal dunia

perjanjian menjadi hapus.

d. Pernyataan menghentikan perjanjian.

Hal ini dapat dilakukan baik oleh salah satu atau dua belah pihak. Misalnya:

baik penyewa maupun yang menyewakan dalam sewa menyewa orang

menyatakan untuk mengakhiri perjanjian sewanya.

e. Ditentukan oleh Putusan Hakim.

Dalam hal ini hakimlah yang menentukan barakhirnya perjanjian antara para

pihak.

f.  Tujuan perjanjian telah tercapai.
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Misalnya: dalam perjanjian jual beli bila salah satu pihak telah mendapatkan

uang dan pihak lain telah mendapat barang maka perjanjian akan berakhir.

g. Dengan Persetujuan Para Pihak.

Dalam hal ini para pihak masing-masing setuju untuk saling menhentikan

perjanjiannya. Misalnya : perjanjian pinjaman pakai berakhir karena pihak

yang meminjam telah mengembalikan barangnya.
B. Pengertian Transaksi Terapeutik

Dalam mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang termuat dalam
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1985 tentang
berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, menyebutkan bahwa: Sejak
permulaan sejarah tersirat mengenai umat manusia sudah dikenal hubungan
kepercayaan antara dua insani, yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam jaman
modern hubungan ini disebut hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, yang
dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai serta senantiasa diliputi
oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran mahluk insani.

Istilah transaksi atau transaksi terapeutik memang tidak dikenal dalam KUH
Perdata tetapi dalam transaksi lain sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319
KUH Perdata, bahwa untuk semua transaksi baik yang mempunyai suatu nama
khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada
peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya (Bab [ buku III KUH
Perdata), dan peraturan umum mengenai perikatan yang bersumber pada transaksi
(Bab II Buku III KUH Perdata). Dengan demikian untuk sahnya transaksi atau

transaksi ferapeutik harus pula dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal
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1320 KUH Perdata dan akibat yang ditimbulkannya yang diatur dalam Pasal 1338
KUH Perdata, yang mengandung asas pokok hukum transaksi.

Suatu perikatan bisa timbul baik karena transaksi maupun karena Undang-
Undang sehingga dalam menentukan transaksi atau transaksi ferapeutik tidak
terlepas dari kedua sumber perikatan tersebut karena pada hakekatnya transaksi
terapeutik atau transaksi ferapeutik itu sendiri merupakan suatu perikatan, yaitu
hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik.
Kedua sumber perikatan tersebut tidak usah dipertentangkan tetapi cukup dibedakan
karena sesungguhnya keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk menganalisis
hubungan hukum yang timbul dari transaksi atau transaksi terapeutik.

Transaksi terapeutik juga dikategorikan sebagai transaksi untuk melakukan
suatu pekerjaan scbagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1601 Bab 7A Buku III
KUH Perdata, maka transaksi ferapeutik termasuk jenis transaksi untuk
melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang
dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
Selain itu jika dilihat ciri yang dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang
dapat dikategorikan sebagai pengurusan Urusan orang lain (zaagkwaarneming)
yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata maka trainsaksi ferapeutik merupakan
transaksi sui generis.

Transaksi atau transaksi ferapeutik merupakan hubungan hukum antara dua
subjek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya.
Sikap saling percaya akan tumbuh apabila aniara dckter dan pasien terjalin

komunikasi yang saling terbuka antara dokter dan pasien, karena masing-masing
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akan saling memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan bagi
terlaksananya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan transaksi atau transaksi
terapeutik.

1. Syarat Sahnya Transaksi Terapeutik

Suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Mengenai kesepakatan dalam hukum transaksi disebut dengan asas
konsesuaiitas, karena kedua pihak telah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal.
Kedua belah pihak dalam transaksi Terapeutik adalah pasien dan dokter, kedua
pihak ini disebut juga sebagai subjek dalam transaksi terapeutik.

Transaksi Terapeutik pada klinik bila merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata
“sepakat mereka yang mengikatkan diri”, maka sepakat bila dilihat dari rumusan
aslinya berbunyi persetujuan (toestemming) dari mereka yang mengikatkan
dirinya.

Hal ini mengandung maksud bahwa dalam suatu transaksi minimal harus ada 2
(dua) subjek hukum yang dapat menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri,
sehingga sepakat disini berarti pula sebagai persesuaian pernyataan kehendak
antara xedua belah pihak yang didasarkan atas asas konsensualisme.

Dalam transaksi ferapeutik pernyataan kehendak ini terjadi antara dokter dan
pasien setelah masing-masing menyatakan kehendaknya dan mendapatkan
informasi secara timbal balik. Kesepakatan di klinik ini telah terjadi meskipun

tanpa adanya pernyataan tertulis sebagai bentuk persctujuan antara dokter klinik
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tersebut dan pasiennya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Hal ini tercantum dalam Pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata. Pada Pasal 1329
KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat
perikatan, jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330
KUH Perdata, menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat
suatu perjanjian adalah ;

1. Orang-orang yang belum dewasa.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan ;

3. Orang perempuan dalam hal- hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pada kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecakapan bertindak
merupakan kewenangan yang umum untuk mengikatkan diri, sedangkan
kewenangan bertindak merupakan kewenangan yang khusus.

Dalam transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medik terdiri dari orang
dewasa yang cakap unutk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk
bertindak yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang berada
dibawah umur, tetapi telah dianggap dewasa atau matang, anak dibawah umur
yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya."!

¢. Suatu Hal Tertentu
Mengenai suatu hal tertentu berkaitan erat dengan pokok perikatan ataupun

transaksi. Dari Pasal 1333 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

'y, Komalawati, Op.Cit. Hlm. 16
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dengan suatu hal tertentu adalah objek transaksi.

Yang menjadi objek di dalam Pasal tersebut adalah barang (zaak), tetapi
dilain pihak zaak dapat berarti urusan, sehingga apabila dihubungkan dengan
transaksi ferapeutik maka yang menjadi objek dari transaksi rerapeutik adalah

upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Mengenai suatu sebab yang halal dapat dikemukakan khususnya pada Pasal
1336 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab,
tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang
dinyatakan, transaksi demikian adalah sah.

Pada transaksi ferapeutik suatu sebab yang halal adalah sesuai dengan
ketentuan standar medik ataupun kode etik kedokteran, sehingga apabila ada
transaksi yang dibuat antara dokter dan pasien yang bertentangan dengan Undang-
Undang maka transaksi tersebut menjadi sebab yang palsu dan tidak sah.

Hal ini dapat terjadi misalnya pada proses pengguguran kandungan, seorang
dokter harus selektif apakah pengguguran kandungan tersebut untuk kepentingan
kemanusiaan atau untuk kepentingan ego pribadi pasien.

C. Pengertian Wanprestasi

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih
terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak
terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.
Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji,

cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.
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Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie”
yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan
terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang
dilahirkan dari suatu transaksi ataupun perikatan yang timbul karena undang-
undang.’2

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian
atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

- Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang
diperjanjikan.

- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,

- Melakukan suatu perbuatan yang menurut transaksi tidak dapat dilakukan."

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu,
yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang diakatakan melakukan
wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat
memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah
ditetapkan dalam transaksi”.

Faktor waktu dalam suatu transaksi adalah sangat penting, karena dapat
dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu transaksi kedua belah pihak
menginginkan agar keteniuan transaksi itu dapat terlaksana secepat mungkin,
karena penentuan waktu pelaksanaan transaksi itu sangat penting untuk

mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau

melaksanakan suatu transaksi yang telah disepakati.

' Abdul Kadir Muhammad, 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandun g: PT. Citra Aditya

Bhakti. Him. 20
3 R. Subekti, 1970. Hukum Perjanjian Cetakan Ke II. Pembimbing Masa: Jakarta. him. 50
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Dengan demikian bahwa dalam setiap transaksi prestasi merupakan suatu yang
wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap transaksi. Prestasi merupakan isi dari
suatu transaksi, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah
ditentukan dalam transaksi maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya —
dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk
menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi,
sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan
karena wanprestasi tersebut.

1. Macam-Macam Wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi
dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut:'*

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kcwajiban yang telah disanggupinya untuk

dipenuhi dalam suatu transaksi atau tidak memenuhi kewajiban yang

ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-
undang.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur 1nelaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa

yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya

menurut kualitas yang ditentukan dalam transaksi atau menurui kualitas yang

ditetapkan oleh undang-undang.

* Abdul Kadir Muhammad, Loc. Cit.
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c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam

transaksi tidak dipenuhi.

Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu

yang menurut transaksi tidak boleh dilakukannya”.
2. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat juga

dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut

antara lain yakni :
- Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.
(Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.) 3
- Karena keadaan memaksa (overmacht / force majure) , diluar kemampuan
debitur,debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak
debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana
tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat
perikatan.'®
2, Akibat Hukum dari Wanprestasi

a. Akibat Hukum dari Wanprestasi karena Kesalahan Debitur

Dalam transaksi untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu

pihak-pihak menentukan dan dapat juga tidak menentukan tenggang waktu dalam

3 ). Satrio, 1999. Hukum Perikatan, Alunni: Bandung. hlm. 90
** Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit. Hlm. 27



25

pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur.'”

Pasal 1238 KUHPerdata :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini
menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

ditentukan.”

Pasal ini menerangkan bahwa wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara,

yaitu sebagai berikut:'®

e Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila transaksi tidak menentukan waktu
tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau transaksi tidak
menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi
debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang
kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan,
walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun,
yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar
dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.

e Sesuai dengan transaksi, yaitu jika dalam transaksi itu ditentukan jangka waktu
pemenuhan transaksi dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah
wanprestasi.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, adalah

hukuman atau sanksi sebagai berikut:'

a) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh
kreditur.

b) Dalam transaksi timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak
memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau bisa juga
memutuskan transaksi lewat hakim.

c) Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal
1237 ayat 2 KUHPerdata).

d) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181
ayat 1 HIR).

e) Memenubhi transaksi jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan transaksi
disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata).

Y Ibid. Hlm. 21

'® Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233
sempai 1456 BW, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta. hlm. 8

*¥ Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit. Him. 24
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D. Tinjauan Umum tentang Profesi Dokter

1. Profesi Dokter
Profesi Dokter adalah suatu pekerjaan dokter yang dilaksanakan berdasarkan

keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan
kode etik yang bersifat melayani masyarakat.20

2.  Praktek Kedokteran

Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh profesional
medis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Rangkaian kegiatan
tersebut merupakan kegiatan penerapan keilmuan yang meliputi pengetahuan
(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) profesional kepada pasien
dalam pelayanan medis. Jadi penerapan keilmuan dibidang kedokteran merupakan
suatu perbuatan atau tindakan (conduct) yang bersifat tekhnik medis dan perilaku
(behaviour) yang secara bersamaan harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan
tekhnis media tersebut.!

3. Pelayanan Medis

Pelayanan medis mempunyai dua pengertian yaitu:

a. Medical Services/Health Services/Pelayanan Medik atau Pelayanan
Kesehatan mengandung arti sebagai pelayanan yang diberikan oleh sarana
pelayanan medis. Medical Services ini meliputi dua kelompok kegiatan
pelayanan yaitu:

1) Kegiatan asuhan medis (medical care) yang merupakan tindakan medis

“Bantuk Hadiyanto Tarjoto, 2006. Aspek Hukum Pada Pelayanan Kesehatan, Pencegahan
dan Penanganan Kasus Dugaan Malpraktek. Penerbit IDI Wilayah Jawa Tengah:Semarang. Hlm.

02.
*'H. Dini Iswandari, 2007. Resiko Tindakan Medik. Penerbit FK UNDIP:Semarang. Hlm. 07
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yang dilakukan oleh dokter kepada pasien dalam rangka melakukan

upaya kesehatan.

2) Kegiatan yang bukan asuhan medis (non medical care) yang merupakan
kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan asuhan medis
termasuk pelayanan informasi, kenyamanan, kebersihan, lingkungan dan
lain sebagainya.

. Medical Care asuhan medis yaitu pelayanan yang dilakukan oleh

profesional medis yang dimulai dari anamnesa (tanya jawab), diagnosa,

sampai terapi, termasuk membuat rekam medis, membuat surat keterangan
medis, membuat persetujuan medis, memberi informasi medis dan lain-lain.

Dimana kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan tekhnik

medis.

4. Pengertian Tentang Standar Profesi

Standar profesi yaitu batasan minimal kemampuan yang harus dipenuhi oleh

seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Terdiri dari:

a) Standar kompetensi

Didalam Undang-Undang Praktek Kedokteran megatakan suatu batasan

kemampuan yang terdiri dari knewledge, skill, dan profesional atfitude
minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan
kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh

organisasi profesi.

b) Standar perilaku etik

Yaitu standar perilaku dokter dalam meiaksanakan tindakan medis.
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5. Pengertian tentang Etika Kedokteran
Etika kedokteran merupakan pedoman batin bagi dokter yang berakar pada hati

nurani. Karena profesi dokter sebagai profesi yang luhur dan mulia. Ketuhanan

dan kemuliaan ini ditunjukkan oleh enam sifat dasar yang harus ditunjukkan oleh

setiap dokter yaitu:
a. Sifat ketuhanan
b. Kemurnian nilai pengabdian
c. Keluhuran budi
d. Kerendahan hati
e. Kesungguhan kerja

f. Integrasi ilmiah dan sosial

Dalam mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan
manusia yang sedang mengharapkan pertolongan pengobatan. Hal ini terwujud
dalam suatu hubungan kesepakatan transaksi terapeutik.

Dalam hubungan ini agar tetap dijaga keempat sifat dasar tersebut diatas.
Sesuai dengan etika kedokteran secara internasional kemudian di Indonesia
disusun suatu pedoman etik kedokteran vang dengan ini disebut Kode Etik
Kedokteran Indonesia (KODEKI).*

Etika kedokteran meipunyai tiga asas pokok:

a) Otonomi

- Hal ini membutuhkan orang-orang yang kompeten, dipengaruhi oleh
kehendak-kehendak dan keinginannya sendiri, dan kemampuan ini

dianggap dimiliki oleh orang dewasa yang memiliki pengertian yang kuat
pada tiap-tiap kasus yang dipersoalkan dan memiliki kemampuan untuk

*Bantuk Hardijanto, Op.Cit. him. 03
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menanggung konsekuensi dari keputusan yang secara otonomi atau
secara mandiri telah diambil.

- Melindungi mereka yang lemah, berarti bahwa kita dituntut untuk
memberikan perlindungan dalam pemeliharaan, perwalian, pengasuhan
kepada anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang berada dalam kondisi
yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan otonomi (mandiri).

b) Bersifat dan bersikap amal, berbudi baik.
Dasar ini tercantum pada kode etik kedokteran yang hendaknya kita
berbuat baik, dan apabila perlu kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang
merupakan awal kesejahteraan para individu dan masyarakat.

¢) Keadilan
Asas ini bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam transaksi dan

perlakuan antar manusia, dengan mulai mengusahkan peningkatan
keadilan terhadap individu dan masyarakat dimana mungkin terjadi resiko
beserta imbalan yang tidak wajar dan tidak mengorbankan kepentingan

orang lain.®

6. Pola Hubungan Interaksi antara Dokter dan Pasien

Hubungan interaksi antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik
merupakan hubungan yang sangat pribadi antara individu dengan individu.
Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari
interaksi antara manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling
menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar
reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang
tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas
makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.

Interaksi antar individu, ditandai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi
atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan
masing-masing. Hubungan interaksionismen simbolik berasumsi bahwa

pengalanian marnusia selalu dipengaruhi oleh penafsiran.

2 Ibid Hlm. 04.
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Hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang dilaksanakan dengan
kepercayaan dari pasien terhadap dokter tersebut dengan istilah transaksi
terapeutik.”® Hubungan dokter dengan pasien telah terjadi sejak zaman Yunani
Kuno, dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang
membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena
didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter.

Hubungan antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal
paternalistik seperti antara ayah dan anak yang bertolak dari prinsip “father know
best” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik.”’

Dalam hubungan ini kedudukan dokter dengan pasien tidak sederajat yaitu
kedudukan dokter lebih tinggi dari pada pasien, karena dokter dianggap
mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan
penyembuhannya. Sedangkan pasien tidak tahu apa-apa tentang hal itu sehingga
pasien menyerahkan nasibnya sepenuhnya ditangan dokter. Dokter berdasarkan
prinsip father know best dalam hubungan ini akan mengupayakan untuk bertindak
sebagai bapak yang baik. Yang secara cermat, hati-hati dengan bekal pengetahuan
dan keterampilannya yang diperolehnya melalui pendidikan, pengalaman untuk
kesembuhan pasien. Dalam mengupayakan kesembuhan pasien ini, dokter
dibekali oleh sumpah dokter.*®

Hubungan yang demikian ini akan berat sebelah dan tidak seimbang, karena

hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan antar manusia, maka

z: Purwo Hadiwardoyo, 1989. Etika Medis. Kanisius:Yogyakarta. Him. 13
Hermien Hadiati Koeswadji,1998. Hukum Kedokteran. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hlm. 25
% Bantuk Hadijanto T., 2006. Pedoman Penyelenggaraan Praktek Kedokteran. BP

UNDIP:Semarang. Him. 10
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lebih dikehendaki hubungan yang mendekati persamaan hak antar manusia. Jadi
hubungan dokter yang semula bersifat paternalistik akan bergeser menjadi
hubungan yang bersifat saling membutuhkan dan saling ketergantungan antara

kedua belah pihak yang ditandai dengan suatu kegiatan aktif yang saling

mempengaruhi.”’
Dokter dan pasien akan berhubungan lebih sempurna sebagai partner.

Sebenarnya pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama berdasarkan

keadaan sosial budaya dan penyakit pasien dapat dibedakan dalam tiga pola

hubungan.”® Yaitu:

1) Activity-Passivity
Pola hubungan orang tua-anak seperti ini merupakan pola klasik sejak
profesi dokter mulai mengenal kode etik pada abad 5 SM. Disini dokter
seolah-olah dapat melaksanakan ilmunya sepenuhnya tanpa campur tangan
pasien. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan
jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau sedang menederita
gangguan kejiwaan atau mental berat.

2) Guidance-Cooperation
Hubungan membimbing-kerjasama seperti halnya orangtua dengan anak
yang sudah remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu
berat misalnya penyakit infeksi atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit
pasien tetap sadar dan memiliki kehendak sendiri. Ia berusaha mencari
pertolongan pengobatan dan bersedia bekerjasama. Walaupun dokter
mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan kekuasaan,
namun mengharapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan
menuruti nasehat atau anjuran dokter.

3) Mutual Participation
Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki —
martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin
memelihara kesehatannya seperti medical check up atau pada pasien
penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan
terhadap pasien dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan
latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau
pasien dengan gangguan mental tertentu.

3 Danny Wiradarma, , SH,MS Jm. 2002. Penuntun Xuliah Hukum Xezdokteran. Jakaria:Bina

Rupa Aksara. Hlm. 5
* Benyamin Lumenta, 1989. Szaz dan Hollender dalam Pasien, Citra, Peran dan Perilaku.

Kanisius:Jakarta. him. 70-79
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Pola tersebut diatas dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa pola
hubungan antara dokter dengan pasien sangat dipengaruhi oleh keadaan pasien itu
sendiri, baik keadaan penyakitnya maupun keadaan mental atau jiwanya.

7. Hak serta kewajiban dokter dan pasien

Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber dari hak
dasar individu dalam bidang kesehatan, the right of self determination. dalam
hubungan dokter-pasien, secara relatif pasien berada dalam posisi yang lemah.
Kekurangmampuan pasien untuk mebela kepentingannya dalam situasi pelayanan
kesehatan, menyebabkan timbulnya hak-hak pasien dalam menghadapi para
profesional kesehatan terabaikan.

Hubungan antara dokter dengan pasien, sekarang adalah partner dan
kedudukan keduanya secara hukum adalah sama. Pasien mempunyai hak dan
kewajiban tertentu, demikian pula dokternya. Secara umum, pasien berhak atas
pelayanan yang manusiawi dan perawatan yang bermutu.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik
No0.02.04.3.5.2504 tahun 1997, ientang pedoinan hak dan kewajiban dokter,
pasien, dan rumah sakit. SE Dirjen Yan Med tersebut didasarkan pada UU No. 23
tahun 1992 tentang Kesehatan dan berbagai pertimbangan hukum, etik
kedokteran, hak-hak dokter dan hak-hak pasien.

Dengan kemajuan teknologi, maka perlu disampaikan kepada pasien bahwa
penggunaan alat-alat yang canggih, namun dapat menyebabkan meningkatnya
biaya pelayanan kesehatan, resiko tindakan, efek samping yang kadang-kadang

dokter tidak mengetahui dengan betul dan dapat saja terjadi hal-hal yang tidak
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diinginkan. Dalam menjalankan profesinya dokter harus memiliki kecerdasan
moral, kearifan intelektual dan kesadaran spiritual, dan juga mempunyai
kewajiban dan haknya tersendiri.

Hubungan dokter dan pasien berakhir manakala pasien dirujuk ke dokter lain
yang diteruskan dengan perawatan lanjutan. Pendek kata dokter harus memiliki

kecerdasan moral, kearifan intelektual dan kesadaran spiritual.



BAB III
PEMBAHASAN
1. Unsur-Unsur Terjadinya Wanprestasi dalam Transaksi Terapeutik
antara Dokter dan Pasien.

Dokter bertanggung jawab dalam hukum perdata jika ia tidak dapat
melaksanakan kewajibannya (ingkar janji). Yaitu tidak memberikan prestasinya
sebagaimana yang telah disepakati dan karena perbuatan yang melanggar hukum,

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi itu dapat
berupa:

1. Memberi sesuatu

2. Berbuat sesuatu

3. Tidak berbuat sesuatu

Tindakan dokter yang dapat dikategorikan wanprestasi antara lain:

a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi

terlambat.

c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak
sempurna.

d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya
dilakukan.*

Tuntutan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum tidak begitu
saja dapat ditukar-tukar. Wanprestasi menuntut adanya suatu transaksi antara
pasien dan dokter. Dari transaksi ini biasanya timbul perikatan usaha
{(inspanningverbintenis) atau perikatan hasil atau akibat (resultaatverbinteniss).

Disebut perikatan usaha (inspanningverbintenis) karena didasarkan atas hal —

* Ninik Maryati, 1998, Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata. Bina
Aksara:Jakarta, hlm, 5

34
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kewajiban berusaha, dokter harus berusaha dengan segala daya usahanya untuk
menyembuhkan pasien, hal ini berbeda dengan kewajiban yang didasarkan karena
hasil atau akibat resultaat maka prestasi dokter tidaklah diukur dengan apa yang
dihasilkannya tetapi ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien.
Dokter wajib memberikan perawatan dengan berhati-hati dan penuh perhatian
sesuai dengan standar profesi. Sehingga apabila pasien mengetahui bahwa dokter
tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam transaksinya maka ia
dapat menuntut wanprestasi dan dapat minta transaksi tersebut dipenuhi begitu
pula dapat menuntut ganti l'ugi.3 4

Didalam pelayanan kesehatan, dokter maupun pasien dapat saja terjadi tidak
terpenuhinya suatu kewajiban kontrak medis juga menimbulkan suatu perbuatan
melanggar hukum dengan kata lain wanprestasi mungkin terjadi pada waktu yang
sama menimbulkan juga perbuatan melanggar hukum.

Pada pertanggungan jawab dalam wanprestasi, unsur kesalahan itu tidak berdiri
sendiri (schukd geen zelfstanding vereiste) sebaliknya pada pertanggungan jawab
dalam perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan itu berdiri sendiri (schuld
wel zelfstandig vereiste)’'. Pada wanprestasi, apabila dokter yang dimintai
pertanggungan jawab mencoba membela diri dengan alasan keadaan memaksa
(overmachr), maka pembuktian dibebankan kepada dokter tersebut. Karena dalam
wanprestasi, seorang Dokter tidak dapat dianggap bahwa ia tidak tahu atas
kesalahan yang diperbuatnya, Apalagi jika ia berpendapat bahwa norma yang —

berlaku dalam pergaulan masyarakat bukan menjadi tanggung jawabnya.

*S. Sutrisno,SH. 1992. Pertanggungjawaban Dokter dalam Hukum Perdata, Yurisprudensi
Perdata yang Penting. Mahkamah Agung:Jakarta. him. 143
* Ibid Him. 142
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Pada dewasa ini jika seorang dokter membuat kesalahan yang menjadi
tanggung jawabnya karena wanprestasi, maka ia dianggap bertanggung jawab.
Pembuktian menjadi beban dokter tersebut sebagai debitur. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa unsur Kkesalahan yang terdapat dalam transaksi dan
pelanggaran hukum (Wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum) didalam
kenyataan sering perbedaannya sangat kecil. Dengan demikian apabila seorang
dokter terbukti telah melakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar
hukum, maka bisa dituntut membayar ganti kerugian.

2. Tanggung Jawab Dokter dalam Transaksi Terapeutik antara Dokter dan

Pasien ditinjau dari Hukum Perdata

Dalam perkara perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap
dokter yang menanganinya hampir semuanya, kalau tidak dapat dikatakan
semuanya adalah menyangkut hukum ganti rugi.

Dasar untuk pertanggung jawaban medis adalah:

a. Wanprestasi

b. Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)

Dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Pasal 140 BW) mengenai ketentnan perbuatan melanggar hukum. Untuk
dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus
dipenuhi empat syarat seperti yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH
Perdata/140 BW yakni:

1) Pasien harus mengalami suatu kerugian

2) Adakesalahan atau kelalaian (disamping perorangan, rumah sakit juga
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bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya)

3) Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan

4) Perbuatan itu melanggar hukum.

Tuntutan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum tidak begitu
saja dapat ditukar-tukar. Wanprestasi menuntut adanya suatu perjanjian antara
pasien dan dokter. Sebaliknya pada perbuatan melanggar hukum, biasanya
penggugat dan tergugat baru pertama kali bertemu ini tidak berarti bahwa apabila
kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian dan kemudian timbul kecelakaan
lalu mereka hanya dapat menuntut atas dasar wanprestasi saja. Karena dapat
terjadi dalam kejadian tidak terpenuhinya suatu kewajiban kontrak medis juga
menimbulkan suatu perbuatan melanggar hukum atau dengan kata lain
wanprestasi mungkin terjadi pada waktu yang sama menimbulkan juga suaru
perbuatan melanggar hukum.

Dalam hal yang terakhir ini tidak hanya norma kontrak yang dilanggar tetapi
Jjuga berlawanan dengan norma umum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat
bahwa manusia harus saling imemperlakukan dengan hati-hati, dalam hal ini tidak
boleh saling melukai dan saling merugikan. Perbuatan itu bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku. Penggugat dalam hal ini boleh memilih salah satu
dari kedua dasar pertanggung jawaban tersebut guna mengajukan gugatannya.
Karena dalam pembuktian, kedua dasar ini menimbulkan perbedaan. Lalu apakah

hakim akan mendasarkan gugatan tersebut pada wanprestasi atau perbuatan

melanggar hukum.
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Pada pertanggung jawaban dalam wanprestasi, unsur kesalahan itu berdiri
sendiri (schuld geen zelfstandig vereiste) sebaliknya pada pertanggungjawaban
dalam perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan itu berdiri sendiri (schuld
geen zelfstandig vereiste). Pada wanprestasi, apabila dokter yang dimintai
pertanggung jawab mencoba membela diri dengan alasan keadaan memaksa
(overmacht), maka pembuktian dibebankan kepada dokter tersebut.

Dalam wanprestasi, seorang dokter tidak dapat dianggap bahwa ia tidak tahu
atas kesalahan yang diperbuatnya, apalagi ia berpendapat bahwa norma yang
berlaku dalam pergaulan masyarakat bukan menjadi tanggung jawabnya. Pada
dewasa ini jika seorang dokter membuat kesalahan yang menjadi tanggung
jawabnya karena wanprestasi maka ia dianggap bertanggung jawab. Pembuktian
menjadi beban dokter tersebut sebagai debitur.

Sedangkan pada gugatan yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum,
tindakan atau perbuatan dokter harus dapat dipersalahkan menurut hukum. Di
pihak lain tampaknya masalah tentang kesalahan dalam perbuatan melanggar
hukum, pada kejadian-kejadian tertentu nilainya menjadi kurang penting karena
ada kecenderungan unsur-unsur kesalahan “dikhayalkan™ atau “diandaikan” di
obyekltifir (deschuldfictie), (deschuldvermoeden), (de schuldobjectivering). Dari
ketiga tekhnik ini, schuldfictie adalah yang paling kasar sehingga disebut sebagai
ketololan dogmatis (een dogmatische dwaasheid) walaupun dapat mencapai hasil
yang benar.”

Sedangkan dengan schuldvermoden, seorang hakim untuk hal-hal tertentu bisa

* Sutrisno, 1989. Pertanggung jawaban dokter dalam hukum perdata. Jakarta: Varia
Peradilan, IKAHI.
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memutar atau mengalihkan beban bukti. Pelaku harus membuktikan bahwa ia
tidak bersalah. Pada schuldobjectivering, pelaku yang konkrit diabstrakhir ukuran
yang dipakai bukan lagi individualistis subyektif tetapi dikaitkan pada manusia
normal pada umumnya.

Karena ukuran yang dipergunakan untuk menentukan adanya kesalahan bukan
lagi ukuran individualistis subyektif atau orang perseorangan sebagaimana halnya
si pelaku tetapi didasarkan pada penilaian dari seorang dokter yang dianggap
mempunyai kemampuan sesuai akal yang sehat. Sehingga dpat disimpulkan
bahwa unsur kesalahan yang terdapat dalam perjanjian dan pelanggaran hukum

(wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum) didalam kenyataan sering

perbedaannya sangat kecil.

Dengan demikian apabila seorang dokter terbukti telah melakukan wanprestasi
atau perbuatan yang melanggar hukum, maka bisa dituntut membayar ganti
kerugian. Mengenai tanggung jawab hukum dokter itu sendiri terbagi menjadi
bermacam-macam tanggung jawab, yang akan dibahas berikut ini terkhusus pada
tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam hukum perdata.

1. Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Pasien

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan
medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya
didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan
pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan

standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Yakni hal — hal
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antara lain:**
a. Tanggung Jawab Etis dan Sosial

Dalam hubungan sosial, manusia dibatasi oleh norma-norma yang mengatur
sikap dan tingkah laku mereka dalam pergaulan ditengah masyarakat. Agar terjadi
keseimbangan kepentingan masing-masing. Hubungan antara dokter dengan
pasien maupun dengan masyarakat, akan selalu dibatasi oleh norma atau kaidah
yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga
macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku
ditengah masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma
moral bagi etika.**

Etiket atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang
harus kita lakukan dalam pergaulan antar sesama, dan merupakan segi lahiriah
dari manusia. Sedangkan etika selalu berlaku kapan saja dan menyangkut manusia

dari segi dalam atau batin manusia.>

Hubungan antara moral atau etika dan hukum adalah saiing melengkapi.
Hukum membutuhkan moral, karena apa artinya Undang-Undang kalau tidak
disertai moralitas. Sebaliknya moral juga membutuhkan hukum, karena norina
moral tidak akan ada artinya bila tidak diungkapkan dan dilembagakan daiam —

masyarakat dalam bentuk hukum.*®

Dalam tradisi barat, hubungan antara dokter dengan pasien berdasarkan pada

* Endang Kusumah Astuti, 2003. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Upaya
Pelayanan Medis.disampaikan dalam Seminar UNDIP, Semarang tertanggal 24 November 2007.
Him.83

. Danny Wiradharma, SH,MS Jm. Op.Cit. Him. 6

* Ibid. HIm. 7

* Ibid. HIm. 9
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sumpah Hippocrates sejak abad ke-5 SM. Aturan-aturan yang tercantum dalam
sumpah tersebut mengandung berbagai prinsip yang mengatur hubungan yang
sejajar dan seimbang, dimana dokter dan pasien sekarang merupakan partner yang
saling membutuhkan (simbiosis mutualisme).

Hubungan antara dokter dengan pasien haruslah berdasarkan prinsip-prinsip
etis sebagai berikut:

1) Berbuat baik, yaitu tidak melakukan sesuatu yang merugikan (rnon nocere).
Berbuat baik meskipun mengakibatkan kesulitan bagi dokter, dan dokter
harus berkorban.

2) Keadilan, yaitu perlakuan yang sama untuk setiap orang dalam situasi dan
kondisi yang sama, dengan menekankan persamaan dan kebutuhan menurut
kategori penyakit yang diderita, bukannya jasa, kekayaan, status sosial atau
kemampuan membayar.

3) Otonomi, hak atas perlindungan “privacy”.

Dokter sebagai profesional berhak menyarankan kepada pasien pilihan
tindakan medis tertentu, akan tetapi keputusan mengenai tindakan medis mana
yang akan dilakukan adalah hak pasien. Dalam hal ini dokter mempunyai
kebebasan profesional sedangkan pasien mempunyai kebebasan terapeutik.37 Jadi
dokter haius berbuat baik kepada pasien menurut penilaian paling obyektif yang
tersedia, kecuali pasien secara otonom menginginkan keputusan yang lain,asalkan
hati nurani dokter tidak ditentang secara melampaui batas.”®

Peraturan yang mengatur tanggung iawab etis dari seorang dokter adalah Kode

*” Harvey J.C. 1990. Hubunzan Dokter-pasien dalam bio eiika. Jakarta:Gramedia. Hlm. 71
38 5
Op.Cit.
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Etik Kedokteran dan sumpah dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku. Kode
Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri
Kesehatan No. 434/ Men.Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia
disusun dengan mempertimbangkan /nternational Code of Medical Ethic dengan
landasan idiil pancasila dan landasan strukturil Undang-Undang Dasar 1945.
Kode Etik Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KODEKI ini
mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang
dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya
dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

Pelanggaran terhadap butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia ada yang
merupakan pelanggaran etik semata-mata dan adapula yang merupakan
pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran
hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran®”.

Pelanggaran etik dapat dibedakan menjadi:

1) Pelanggaran etik murni

a. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari
keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.

b. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.

c. Memuji diri sendiri di depan pasien

d. Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan.

e. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.

2) Pelanggaran etikolegal

* Op.Cit. hlm. 85
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a. Pelayanan kedokteran di bawah standar

b. Menerbitkan surat keterangan palsu

¢. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter
d. Abortus Provokatus

e. Pelecehan seksual

b. Tanggung jawab profesi

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang

dokter. Hal ini terkait dengan:

1) Pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain

Dalam menjalankan tuufas profesinya seorang dokter harus mempunyai derajat
pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dengan
dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di Fakultas Kedokteran maupun
spesialisasi dan pengalamnnya untuk menolong penderita.

2) Derajat resiko perawatan
Derajat resiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek

samping dari pengobatan diusahakan seminimal mungkin. Disamping itu harus
diberitahukan terhadap pasien atau keluarganya, sehingga pasien dapat
memiiih alternatif dari perawatan terhadap dirinya.

3) Peralatan perawatan

Perlunya dipergunakan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan
apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasul yang akurat
sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat. Inipun harus
dijelaskan alasannya kepada pasien, karena bagaimanapun menggunakan alat
untuk menunjang pemeriksaan pasien akan menambah biaya yang
dikeluarkannya. Apalagi bila pasien tersebut ternyata dari golongan ekonomi

lemah. 4

c¢. Tanggung jawab hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap
ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab
dalam bidang hukum perdata, terjadi jika dokter tidak melaksanakan

kewajibannya (ingkar janji), yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang

* Hermien Hadiati Koeswadji, Op. Cit. Him. 36
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telah disepakati dan karena perbuatan melanggar hukum.*' Untuk hal ini terdapat
tiga macam pembagian tanggung jawab hukum dokter ditinjau dari hukum pidana,
perdata dan administrasi, tapi penulis akan membahasnya hanya pada tanggung
jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata terkhusus karena adanya
wanprestasi, dan tinjauannya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dan Undang-Undang Praktek Kedokteran, yakni antara lain:
a. Tanggung Jawab Hukum Perdata Karena Wanprestasi

Pengertian wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda
“wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah
ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan
yang dilahirkan dari suatu transaksi ataupun perikatan yang timbul karena
undang-undang.*?

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian
atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

- Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana

yang diperjanjikan.

- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- Melakukan suatu perbuatan yang menurut transaksi tidak dapat dilakukan.*

Apakah yang dapat dituntut dari seorang yang lalai?**
Si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan;

1) Ia dapat memilih pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah

terlambat.

* Op.Cit. hlm. 47
*2 Abdul Kadir Muhammad. Op. Cit. Him. 20
43 .
Loe.Cit.
* Subekti, Op.Cit. hlm. 147
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2) Ia dapat meminta penggantian kerugian kerugian saja, yaitu kerugian yang
dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau
dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya,

3) Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian
kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan
perjanjian.

4) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, baik
kelalaian satu pihak memberikan hak pada pihak lainnya untuk meminta
pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan
penggantian kerugian. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu
bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh
pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari
tindakan dokter.”” Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243
sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti
rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganii rugi yang dibebankan
kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antar
kreditor dengan debitor.*® Menurut pasal 1246 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata ganti rugi yang dapat dibebankan jika terjadi wanprestasi

adalah:*

a. Kerugian yang nyata-nyata diderita kreditur yaitu berupa penggantian biaya-
biaya dan kerugian yang disebut dengan Damnun Emergens.

“* Endang Kusumah Astuti, Op.Cit. hin. 11
* Salim HS, S.H., Op.Cit. him. 181
7 Ibid. Him. 182
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b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh, dalam hal ini ditujukan kepada
bunga-bunga atau keuntungan yang akan dimiliki kreditor yang disebut
Lucrum Cegans.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), adalah ongkos yang telah
dikeluarkan oleh kreditor untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah
berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian,
sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditor.
Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat
langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya
perjanjian.

Didalam Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa
penggantian kerugian yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan
dalam bentuk uang, dan bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan itu
sendiri adalah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun
yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit
menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uvang masih ada
bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan
keadaan semula (innatura) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau
tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi harus diingat bahwa uang
paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.”®

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang
teriadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien.

Perjanjian tersebut dapat digolongkan scbagai persetujuan untuk melakukan atau

“8 Mazriam Darus Dadrulzaman, Op.Cit. him. 29
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berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke
dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal
pasien ini akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya
harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi
penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter
hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai
dengan ilmu dan keterampilan yang dikuasainya. Artinya dia berjanji akan
berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien.49

Dalam gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan bahwa dokter itu
benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah melakukan
wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang tentu saja dalam hal ini senanliasa
harus didasarkan pada kesalahan profesi). Jadi disini pasien harus mempunyai
bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan
standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik. Tetapi dalam
prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak
mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa saja
vang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Hal ini yang
sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perikatan antar dokter dan

pasien adalah bersifat inspanirgverbintenis. A

b. Tanggung Jawab Hukum Dokter Menurut Undang-Undang

Perlindungan Konsumen

Sebagai pihak penerima pelayanan kesehatan pasien dapat dikategorikan dalam

* Endang Kusumah Astuti, Op.Cit. him. 12
50 &
1bid.
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hal sebagai konsumen pengguna jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan (dalam
hal ini dokter). Sementara itu, dokter dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha di
bidang jasa, yaitu jasa dalam pelayanan kesehatan.’’ Hubungan antara konsumen
dengan pelaku usaha di Indonesia diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU. Perlindungan Konsumen).

Hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik merupakan
pemberian jasa pelayanan di bidang kesehatan oleh dokter kepada pasien. Pasal 1
angka 2 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Konsumen adalah
setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan™. Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Konsumen
menentukan bahwa “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau
profesi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.>
Jika dihubungkan dengan proses produksi di dunia usaha maka hubungan dokter
dengan pasien merupakan hubungan antara produsen dengan konsumen.

Mengingat sifat khas dalam perjanjian terapeutik yaitu bergerak dalam bidang
pemberian jasa pelayanan kesehatan yang tidak pasti hasilnya maka sebagai
konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan, pasien berhak untuk menuntut
dokter atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan yang rdilakukan oleh
dokter berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “Pelaku

usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan,

*1'Y A. Triana Ohoiwutun, 2007. Bunga Rampai Hukum Kedokteran. Bayu Media

Publishing:Malang. Him. 71
%2 Ibid
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pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Berdasarkan
Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, kerugian yang diderita pasien
akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dapat dituntut berupa sejumlah
ganti rugi.” Ganti kerugian yang dapat diminta oleh pasien menurut Pasal 19 ayat
(2) UU Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek hukum ketentuan pasal 19 ayat (2)
UU Perlindungan Konsumen, sanksi berupa ganti kerugian merupakan sanksi di
bidang hukum perdata. Dengan demikian, jika diselesaikan menurut jalur hkum,
maka mekanisme penyelesainnya juga menurut hukum perdata.

c. Tanggung Jawab Hukum Dokter Menurut Undang-Undang Praktek

Kedokteran.

Pasal 88 Undang-Undang Praktek Kedokteran yang disahkan pada tanggal 6
Oktober 2004 menyatakan mulai berlaku satu tahun setelah diundnagkan.
Sementara itu Pasal 85 Undang-Undang Praktek Kedokteran mencabut
berlakunya Pasal 54 UU Kesehatan sebagai berikut:**

a. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam

melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

b. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaiamana dimaksud

dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

c. Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, dan tata kerja Majelis Disiplin

Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 63 UU Praktek Kedokteran menentukan bahwa pimpinan dari Majelis

>3 Ibid. Hlm. 72
** Ibid. Hlm. 74
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Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat
pleno anggota. Tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sudah
ditentukan dalam pasal 64 UU Praktek Kedokteran yakni sebagai berikut:*>

a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran

disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan.

b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin

dokter dan dokter gigi.

Berdasarkan ketentuan pasal 64 UU Praktik Kedokteran, apabila terjadi
kesalahan yang melibatkan pelayanan kesehatan oleh dokter maka pengaduan
diajukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pengaduan
berhubungan dengan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dokter ditentukan dalam
pasal 66 ayat (1) UU Praktek Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap orang
yang mengetahui atas kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter
gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis
kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.*®

Disamping dapat mengaduka kerugian yang dideritanya kepada Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, pihak yang dirugikan atas kesalahan
pelayanan dokter juga dapat melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana
kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke

vengadilan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan menurut UU Praktek

Kedokteran berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter —

*% Ibid Hlm. 75
* Ibid,
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terhadap pasien adalah sebagai berikut:*’

a. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang, yaitu orang yang dengan cara
langsung mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter
atau dokter gigi yang menjalankan praktek kedokteran, termasuk korporasi

yang dirugikan kepentingannya.

b. Pengaduan ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia secara tertulis, namun apabila pihak pengadu tidak
dapat mengajukan pengaduan secara tertulis maka pengaduan dapat

dilakukan secara lisan.
c. Pengajuan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

dapat dilakukan bersamaan dengan penuntutan hukum secara pidana atau —
digugat secara perdata ke pengadilan.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran berwenang untuk memeriksa dan
memberikan keputusan atas perngaduan yang diterima. Apabila ditemukan adanya
pelanggaran etika berdasarkan kode etik maka Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran yang akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Meskipun
demikian dengan kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam enjalankan profesi
tidak sekaligus menghilangkan proses verbal yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum, baik secara perdata maupun pidana.58

*7 Ibid. Him. 76
% Ibid.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis

berkesimpulan sebagai berikut:

1.

Unsur-unsur wanprestasi dalam transaksi terapeutik antara dokter dan
pasien telah dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Tindakan dokter itu sendiri yang dapat dikategorikan wanprestasi
antara lain, Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib
dilakukan, Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan
tetapi terlambat, Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib
dilakukan tetapi tidak sempurna, dan Melakukan apa yang menurut
kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Wanprestasi itu sendiri
menuntut adanya suatu transaksi antara pasien dan dokter. Dari transaksi
ini biasanya timbul perikatan usaha (inspanningverbintenis) atau perikatan
hasil atau akibat (resultaatverbinteniss).

Tanggung jawab dokter dalam transaksi terapeutik ditinjau dari hukum
perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang
diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan
hukum dari tindakan dokter. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam
Buku IIT Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai dari Pasal
1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang

52
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dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah
dibuat antara kreditor dengan debitor. Didalam Pasal 1249 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa penggantian kerugian yang
disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang, dan
bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan itu sendiri adalah uang,
oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang
merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan
selisth dalam menyelesaikan suatu sengketa. Maka seorang dokter yang

terbukti melakukan wanprestasi bisa dituntut dengan membayar ganti

kerugian.

B. SARAN

1.

Agar resiko terjadinya wanprestasi dalam transaksi terapeutik antara dokter
dan pasien dapat dihindari adalah dibangunnya hubungan yang harmonis
antara dokter dan pasien itu sendiri, dan dalam melakukan pelayanan medis
disesuaikan dengan wewenang yang dimilikinya dengan terus
meningkatkan  profesionalisme dan kecakapan serta mengikuti
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Agar tanggung jawab dokter apabila terjadi sengketa dalam transaksi
terapeutik antara dokter dan pasien dapat dilakukan sesuai dengan prosedur
dan sesuai dengan hukum yang berlaku hendaknya seorang dokter harus
mengetahui hukum kesehatan dengan baik agar dapat mengetahui hak dan
kewajiban masing-masing pihak antara dokter dan pasien itu sendiri

sehingga tidak ada yang merasa dirugikan antara dokter dan pasien itu
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sendiri, dan sebaiknya seorang dokter ataupun lembaga yang menaunginya
sebaiknya mempunyai biro hukum dan advokasi untuk mengantisipasi

kemungkinan terjadinya sengketa.
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